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ABSTRAK

EVALUASI PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN PADA
PEMILIHAN PRESIDEN 2019

(Studi Kasus Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh
Aulia Febri Yanti

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan pemilu
mempunyai fungsi dalam pencegahan dan sebagai penegak hukum yang
berwenang menindaklanjuti laporan atau temuan terkait dengan pelanggaran
Netralitas ASN. Pada Pemilihan Presiden 2019 Bawaslu RI merilis terdapat
pelanggaran terkait netralitas ASN sebesar 1.096 pelanggaran, yang dimana di
Provinsi Lampung terdapat sebanyak 22 pelanggaran dan sebanyak 1 pelanggaran
di Kota Bandar Lampung terkait dengan netralitas ASN vyang telah
direkomendasikan kepada KASN sampai dengan selesai. Penelitian ini
menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana
penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengawasan dan
penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu kota Bandar Lampung
terkait dengan netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019. Penelitian ini
dilakukan di kantor Bawaslu kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan oleh peneliti didapatkan hasil yaitu penanganan pelanggaran
netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 sudah dijalankan dengan baik dan
optimal hal tersebut terbukti dengan keberhasilan penanganan pelanggaran sampai
dengan selesai yaitu salah satu kasus keberpihakan salah seorang ASN terhadap
seorang calon Presiden kala itu yang terindikasi dengan pelanggaran netralitas
ASN pada Pemilihan Presiden 2019 di kota Bandar Lampung namun ada
beberapa hambatan atau tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal
Bawaslu kota Bandar Lampung diantaranya: kurangnya SDM, ketidak pahaman
ASN terhadap regulasi, praktik penanganan pelanggaran terhadap netralitas ASN
belum tegas, terkait dengan sanksi oleh KASN terhadap pelanggar tidak diberikan
sanksi hukum yang jelas secara spesifik jenisnya, kurangnya supremasi hukum
yang kuat terkait dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Kata Kunci : Netralitas ASN, Penanganan Pelanggaran, Pemilihan Presiden 2019



ABSTRACT

EVALUATION OF HANDLING OF ASN NEUTRALITY VIOLATIONS IN
THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION

(Case Study at Bawaslu in Bandar Lampung City)

By
Aulia Febri Yanti

The General Election Supervisory Body (Bawaslu) in organizing elections has a
function in prevention and as law enforcer with the authority to follow up on
reports or findings related to violations of ASN Neutrality. In the 2019 election,
Bawaslu RI released that there were 1,096 violations related to ASN neutrality, of
which in Lampung Province there were 22 violations and 1 violation in Bandar
Lampung City related to ASN neutrality which had been recommended to KASN
until completion. This research uses a qualitative research type with a descriptive
approach, where this research provides an overview of how the monitoring and
handling of violations committed by Bawaslu in the city of Bandar Lampung is
related to the neutrality of ASN in the 2019 presidential elections. This research
was conducted at the Bawaslu office in the city of Bandar Lampung. Based on the
results of research conducted by researchers, the results showed that the handling
of ASN neutrality violations in the 2019 presidential elections had been carried
out well and optimally. This was proven by the successful handling of the
violations until they were completed, namely one case of one of the ASN's
partiality towards a Presidential candidate at that time which was indicated by
violations of ASN neutrality in the 2019 presidential elections in the city of
Bandar Lampung, but there were several obstacles or challenges originating from
internal and external Bawaslu in the city of Bandar Lampung including: lack of
human resources, ASN's lack of understanding of regulations, practices for
handling violations of ASN neutrality were not yet firm, related to sanctions by
KASN violators are not given clear legal sanctions specifically for their type,
there is a lack of strong legal supremacy related to the duties and functions of
Bawaslu.

Keywords: ASN Neutrality, Handling Violations, 2019 Presidential Election.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pemilihan Umum (Pemilu) adalah
sarana kedaulatan rakyat yang yang dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil. Pada Pasal 1 Ayat 7 Undang-undang No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa: “Penyelenggara Pemilu
adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi
penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta untuk memilih Kepala

Daerah secara langsung oleh rakyat” (Dewandaru, 2021)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas
atau pemantau dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang
dimana KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada. Peran
Bawaslu sebagai lembaga pengawas ialah memiliki tugas, wewenang, dan
kewajiban pengawasan yang dipertanggung jawabkan oleh undang-undang
mandat, berwenang, dan kewajiban Bawaslu dari menyusun standar tata
lakasana pengawasan, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, mencegah
adanya praktik politik uang, serta mengawasi Netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN). Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai
fungsinya sebagai pencegah dan sebagai penegak hukum yang berwenang
menindaklanjuti  laporan maupun terkait dengan temuan-temuan

pelanggaran netralitas ASN yang berdasarkan pada peraturan undang-



undang kepemiluan atau pemilihan dan hukum lainnya (Simanjuntak, 2016).
Pelaksanaan pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu didukung dengan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan menyajikan gambaran tindak perbuatan yang mengacu pada sikap tidak
netral seperti: pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau sampai dengan
pemberian berupa barang-barang kepada Pegawai Negeri Sipil atau yang
biasa dikenal dengan ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam lingkup

pekerjaan, keluarga, maupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
menyebutkan bahwa ASN yang ditujukan kepada PNS dan PPPK pada
pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa ASN harus berdasarkan kehati-hatian agar
terbebas dari intervensi dari seluruh golongan serta partai politik. ASN
dilarang untuk melakukan pendekatan pada semua partai dan organisasi
politik, ikut serta dengan partai politik mengumumkan pencalonannya, atau
orang lain digunakan sebagai calon dan diumumkan pada saat deklarasi

calon.

Terdapat dua indikator utama yang dapat dijadikan acuan dalam netralitas
politik, yaitu pertama tidak terlibat dalam bentuk menjadi tim sukses calon
kandidat pada saat proses pemilu terutama pada masa kampanye dengan
menggunakan atribut PNS maupun atribut partai. Kedua, tidak memihak
dalam setiap perbuatan atau tindakan yang dapat menguntungkan salah satu
calon kandidat dengan cara membuat kegiatan, pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang-barang, membantu memberikan
fasilitas negara yang tujuannya untuk membantu memenangkan salah satu
calon kandidat tersebut pada masa kampanye atau lainnya (Simanjuntak,
2016)



Netralitas ASN selalu menjadi isu dan pemberitaan yang sering mendapat
sorotan publik khususnya pada saat menjelang, pelaksanaan, hingga
berakhirnya pemilu, baik pemilu Presiden, Legislatif, maupun pemilihan
Kepala Daerah. Faktanya pelanggaran netralitas ASN tidak dapat dipungkiri
dari beberapa kasus yang terjadi, seperti keterlibatan dalam kegiatan
kampanye, menggunakan fasilitas negara terkait tugas jabatan, membuat
keputusan atau tindakan yang memihak konstituennya, mengadakan
kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon
peserta pemilu, dan lain sebagainya (Saputra, 2020)

Masih tingginya angka pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada pemilu tahun 2019, yaitu sekitar 1.096 pelanggaran hukum terkait
netralitas ASN, TNI dan Polri saat Pemilihan Presiden 2019. Bahkan jika
dirinci lebih jauh, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis bahwa dari
data Pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada
Pemilihan Presiden 2019 terpantau masih banyak (Suhendar, 2020).

Dikutip melalui website resmi Bawaslu RI Berdasarkan data KASN pada
Pemilihan Presiden 2019 Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran
netralitas ASN banyak dilakukan oleh staff atau pelaksana sebanyak 195
ASN, kepala dinas sebanyak 70 ASN, Camat sebanyak 54 ASN, Guru
sebanyak 54 ASN, Kepala sub/bagian sebanyak 43 ASN, kepala
bidang/bagian sebanyak 39 ASN, kepala sekolah sebanyak 27 ASN, dosen
sebanyak 22 ASN, sekretaris dinas sebanyak 16 ASN, lurah sebanyak 14
ASN, sekretaris lurah 10 ASN, dan Dokter sebanyak 5 orang

Pada saat Pemilihan Presiden 2019 aduan yang banyak masuk terkait
netralitas aspek politik, agenda politik pada pemilihan umum maupun
pemilihan daerah sangat rentan terjadi pelanggaran. Jumlah pelanggaran
pada saat pilkada dan pilpres 2019 cukup tinggi, hal ini tergambar dari data
pengaduan pelanggaran netralitas ASN yang telah dikaporkan ke KASN

pada tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut:



Grafik 1
Data Pengaduan Pelanggaran Netralitas ASN Per Provinsi Tahun 2019
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Gambar 1.Data Pelanggaran Netralitas ASN Per Provinsi Tahun 2019
Sumber: KASN 2020

Menurut data Bawaslu Provinsi Lampung pada Pemilihan Presiden 2019
terdapat 22 kasus Netralitas ASN yang telah direkomendasikan ke Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berasal dari temuan Bawaslu
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Sebanyak 22 ASN tersebut telah
dikembalikan ke instansi asalnya untuk ditindaklanjuti. Menurut Tamri
Suhaimi,  (2023) Pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024
Bawaslu Provinsi Lampung mencatat terdapat 7 kasus dugaan pelanggaran
netralitas ASN yang telah ditindak sepanjang tahun 2022-2023 (Suhaimi,
2023) yaitu:

Kasus kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat

Lurah Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

Guru SMAN 9 Bandar Lampung

ASN Pemprov Lampung

Lurah Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung

ASN Pemkab Lampung Timur

ASN SMAN 1 Way Seputih dan SMAN Rumbia Lampung Tengah

N o a k~ w nhoE



1.2

Menurut Data Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahapan pemilu 2024
telah menangani terkait dengan pelanggaran netralitas ASN yang dimana
terdapat 7 (tujuh) dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh
beberapa ASN di Kota Bandar Lampung, Beberapa temuan dugaan
pelanggaran tersebut merupakan bentuk temuan yang di peroleh dari hasil
kerja pengawasan baik dari tingkat kota sampai ke tingkat kecamatan di

Kota Bandar Lampung yaitu:

Berdasarkan data diatas terkait pelanggaran netralitas ASN pada pemilu
tahun 2019 dan pada tahapan pemilu 2024 di Kota Bandar Lampung masih
terdapatnya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN
sehingga penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan
rekomendasi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota
Bandar Lampung. Peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih
lanjut dan mengangkat judul “Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas
ASN Pada Pemilihan Presiden 20197, agar netralitas ASN dapat
ditingkatkan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung secara maksimal guna
mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam

setiap proses penyelenggaran pemilihan umum atau pemilu.

Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini menjelaskan terkait dengan temuan-temuan sebelumnya

yang digunakan sebagai referensi untuk topik penulisan ini. Penelitian

terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini,

sehingga diharapkan mampu memudahkan penelitian dalam menjelaskan

memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian.

Berikut penelitian terdahulu yang bisa dijadikan referensi dalam penelitian

ini, antara lain :

1. Ismi (2022) Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam
Meningkatkan Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota
Makasar Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukan peran Bawaslu

dalam meningkatkan netralitas ASN melalui sosialisasi dan deklarasi



netralitas ASN, mengeluarkan surat himbauan. Pengawasan Bawaslu
terhadap netralitas ASN di kota Makassar mulai dari upaya pencegahan,
pengaawasan, dan penindakan pelanggaran belum maksimal dalam
melakukan pengawasan terbukti dengan beberapa temuan pelanggaran
yang ditindaklanjuti dengan direkomendasikan kepada KASN selaku
lembaga yang berwenang menindak pelanggaran yang ditemukan
sehingga Bawaslu harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan
regulasi dan mengupgrade SDM juga menambah fasilitas yang dapat
ditekan jumlahnya.

. Saputra (2020) Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas
ASN oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilihan Presiden 2019. Dengan
hasil penelitian yaitu bawaslu kota Palopo telah melakukan upaya
pencegahan dengan cara mengirimkan himbuan keberbagai pihak
pemerintahan mengenai asas aturan netralitas ASN melakukan
sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman ASN, memberikan advokasi
serta meningkatkan pengawasan masyarakat pada saat kampanye.
Sedangkan dalam melakukan penindakan (represif) Bawaslu Kota
Palopo telah melakukan proses penanganan pelanggaran.

. Amelia (2022) Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas
Dalam Menyelesaikan Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara Pada
Pilkada Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020. Hasil penelitian ini
yaitu dalam penanganan netralitas ASN yang ditangani oleh Bawaslu
Kabupaten Kapuas sudah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas
Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pilkada.
Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya waktu penanganan,
pelaporan dan terlapor yang tidak dapat bekerja sama. Upaya yang
sudah dilakukan ialah dengan cara sosialisasi dan dinilai tidak efektif
karena tidak membuat masyarakat dan ASN paham terkait kode etik dan
aturan yang ada.

Heriyanto (2022) Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024.
Hasil penelitian ini adalah strategi Bawaslu Kota Malang dalam

melaksanakan pengawasan pelanggaran pemilu 2024 melalui beberapa



trobosan seperti short course pengawasan pemilu yang bertempat di
sekretariat Bawaslu Kota Malang yaitu dalam sekala kecil belum secara
luas kemasyarakat umum. Adapun hambatan yang dihadapi terkait
dengan kurangnya kesadaran peserta, kedua tidak adanya anggaran dan
ketiga kurangnya fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan program
short course.

Ramadhanti  (2023) Analisis Actors Dalam Menyikapi Laporan
Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Sumatra
Selatan Tahun 2020. Hasil penelitian ini yaitu, analisis actors dalam
menyikapi laporan pelanggaran netralitas ASN ditinjau dari teori yang
dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve (1997) berdasarkan dimensi
Authority, Confindence and Competence, Trust, Opportunities,
Responsibilities and Support berdampak pada keberhasilan pada

menindaklanjuti pelanggaran netralitas ASN Di Sumatra selatan.

1.3 Rumusan Masalah

14

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah bagaimana Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh
Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Presiden 2019?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Oleh Bawaslu Kota Bandar
Lampung pada Pemilihan Presiden 2019

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagaimana suatu hasil karya ilmiah mahasiswa. Hasil riset ini
diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, tambahan
pengetahuan akademis dan wawasan yang berkaitan pada evaluasi
penanganan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan umum 2019.



2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Mahasiswa
Riset atau hasil penelitian ini memiliki harapan dapat dijadikan
sebagai memperbanyak bacaan dan sebisa mungkin bisa digunakan
untuk rujukan didalam peningkatan serta penambahan wawasan
keilmuan serta dapat dipergunakan untuk bahan membuat laporan
studi dan memperbanyak wawasan mengenai evaluasi penanganan
pelanggaran Netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung
pada Pemilihan Umum 2019

b. Manfaat Bagi Masyarakat
Penelitian ini bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai informasi
tentang evaluasi penanganan pelanggaran netralitas ASN Pada
Pemilihan Presiden 2019

c. Bagi Penyelenggara
Penelitian ini bisa dijadikan evaluasi pengawasan yang dilakukan
oleh penyelenggara pemilu terutama Bawaslu Kota Bandar
Lampung dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN pada

pemilihan umum selanjutnya.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi
Menurut pengertian bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris
evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Menurut pengertian
istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui
keadaan suatu objek dengan menggunakan intrumen dan hasilnya
dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan
(Thoha, 2003)

Secara umum, Cross (dalam Sukardi (2015:1) bahwa definisi tersebut
menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses
mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan
hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan. Hal tersebut
selaras dengan Wiraman ( 2011:8-9) yang berpendapat bahwa tujuan
dari sebuah evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur
kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek evaluasi yang berkaitan

dengan indikator, tujuan, atau standar dalam objek evaluasi.

Menurut Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. 2014 model evaluasi CIPP
(Conteks, Input, Proses dan Produk) didasarkan pada definisi umum
dan operasional evaluasi, kegunaan utama evaluasi yaitu untuk
memandu dan menilai evaluasi. Secara umum, evaluasi adalah
penyelidikan sistematis terhadap nilai suatu objek. Secara operasional,
evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan,
dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang nilai

suatu objek, sebagaimana didefinisikan oleh kriteria seperti kualitas,
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nilai, kejujuran, keadilan, kelayakan, biaya, efisiensi, keamanan, dan
signifikan. Model evaluasi CIPP didasarkan pada pencarian
objektivitas untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan tidak ambigu.
Konsep ini menganut nilai-nilai masyarakat yang bebas dan
demokratis, hal ini menunjukan bahwa tujuan evaluasi yang paling
penting bukan hanya untuk membuktikan sejauh mana upaya dapat
dijalankan tetapi untuk meningkatkan upaya tersebut. Model evaluasi
CIPP menggambarkan evaluasi sebagai hal yang penting bagi
kemajuan masyarakat dan kesejahteraan individu atau kelompok. Hal
ini mencerminkan anggapan bahwa kelompok masyarakat tidak dapat
membuat program, layanan, dan produk mereka menjadi lebih baik
kecuali mereka mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada.
Didalam buku Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. 2014. Evaluation
Theory, Models, and Applications dijelaskan bahwa Teori CIPP

(Context, Input, Process, dan Product) ialah sebagai berikut :

1. Context
“Context evaluations for deciding on the setting to be served, the
goals associated with meeting needs for budgeting time and
resources, and the objectives associated with solving problems
and planning needed program changes, and for providing a basis
for judging outcomes”. Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. (2014).
Evaluasi kontek merupakan evaluasi yang menilai kebutuhan,
masalah, aset, dan peluang, serta kondisi dan dinamika kontekstual
yang relevan. Pengambilan keputusan menggunakan evaluasi
konteks untuk mendefinisikan tujuan dan menetapkan prioritas
serta memastikan tujuan program ditargetkan untuk mmemenuhi
kebutuhan dan masalah yang signifikan dan telah dikaji. Badan
pengawas dan pemangku kepentingan program menggunakan
temuan evaluasi context untuk menilai apakah program dipandu
oleh tujuan yang tepat dan juga untuk menilai hasil dari respons
mereka terhadap kebutuhan, masalah, dan tujuan program yang

ditargetkan.
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Input

Sebagaimana yang dikatakan dalam buku Stufflebeam, DL, &
Coryn, LS. 2014. Evaluation Theory, Models, and Applications
(Second Edition, San Francisco: Jossey-Bass “Input evaluations
for selecting sources of support, solution strategies, and
procedural designs (that is, for structuring, staffing, scheduling,
and budgeting improvement activities), and for providing criteria
for judging implementation” Dalam evaluasi masukan yaitu
digunakan untuk membantu menentukan pendekatan program yang
dapat digunakan untuk melakukan perubahan yang diperlukan.
Dalam mencapai tujuan input diperlukannya mengkaji secara kritis
pendekatan-pendekatan yang mungkin relevan, termasuk
pendekatan yang telah digunakan. Evaluasi input mempunyai
pengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan dan efisiensi upaya
perubahan. Keputusan awal untuk mengalokasikan sumber daya
penghambat program perubahan.

Process

Menurut Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. (2014) “Process
evaluation for implementing and refining the program design and
procedures (that is, for effecting process and quality control), and
for providing a log of the actual process and program cost for
later use in interpreting outcomes”. Evaluasi proses merupakan
pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana, modal, bahan di
dalam kegiatan nyata di lapangan. Evaluasi proses mencakup
pemeriksaan berkelanjutan terhadap implementasi rencana dan
dokumentasi proses terkait, salah satu tujuannya adalah untuk
mengetahui sejauh mana mereka melaksanakan kegiatan yang
direncanakan sesuai jadwal, sesuai rencana dan anggaran, serta
efisien. Cara lainnya adalah membimbing staff untuk memperbaiki
rencana proosedural dan anggaran secara tepat. Inti dari evaluasi

proses yang baik adalah penilaian proses.
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4. Product
Menurut Stufflebeam, DL, & Coryn, LS. (2014) “product
evaluation for deciding to continue, modify, or refokus a program,
and for presenting a clear record of effects (intended and
unitended, positive and negative), compred with asessed needs,
targeted goals, and costs” Tujuan dari evaluasi produk adalah
untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai suatu perusahaan hasil.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan sejauh mana evaluasi
memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat yang berhak.
Penilaian produk harus menilai hasil yang diharapkan dan tidak
diharapkan dan hasil positif dan negatif. Selain itu perlunya
memperluas evaluasi produk untuk menilai hasil jangka panjang.
Dalam evaluasi produk diharuskan untuk mengumpulkan dan
menganalisis penilaian pemangku kepentingan terhadap program.
Evaluasi produk harus mencakup perbandingan hasil upaya

dengan hasil usaha yang ada.

Evaluasi memiliki tujuan berdasarkan Model CIPP yaitu tujuan utama
dar evaluasi adalah untuk mendukung atau membantu klien evaluasi
agar secara efektif menjalankan peran pemimpin yang berorientasi
pada evaluasi. Kepemimpinan yang berorientasi pada evaluasi adalah
satu peran masyarakat yang paling penting. Hasil evaluasi yang paling
penting adalah peningkatan program, akuntabilitas, kredibilitas, dan
secara keseluruhan memastikan bahwa penerima manfaat yang
ditargetkan  menerima layanan yang efektif dan  dapat

dipertanggungjawabkan.
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2.2 Tinjauan Penanganan Pelanggaran

2.2.1 Pengertian Penanganan Pelanggaran
Penanganan pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan
pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan
alat bukti, klarifikasi, pengkajian, atau pemberian rekomendasi, serta
penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang
berwenang untuk ditindaklanjuti (Sanyoto, 2021) Penindakan
pelanggaran sangat erat kaitannya dalam rangka penegakan hukum.
Menurut Satjipto Raharjo (2009:35) terdapat setidaknya tiga unsur
yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu : kepastian

hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

Selain melakukan tugas-tugas yang terkait dengan pencegahan,
Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan Hukum
Pemilu atau penanganan pelanggaran Hukum pemilu. Jika pencegahan
telah selesai tepat waktu, langkah berikutnya adalah melakukan
tindakan hukum terhadap pelanggaran. Pelanggaran yang disebutkan

di atas dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang berbeda yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu
Definisi yang sama juga dimuat dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati,
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1
yang menyatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan
adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan
pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau
Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi terhadap temuan
atau laporan yang diduga sebagai pelanggaran administrasi
pemilihan. Bawaslu menyampaikan rekomendasi pelanggaran

administrasi pemilihan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU
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Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang
dituangkan dalam formilir model A.14. Dalam hal rekomendasi
dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang di tujukan
kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS
atau peserta pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu
Provinsi/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan
tertulis.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip
moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada
sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai
penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang
diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Maksud kode etik adalah
untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan
kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik
adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik
kepada DKPP. Bawaslu atau Bawaslu Provinsi Bawaslu
Kabupaten/Kota meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik
bagi PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui
Bawaslu Kabupaten/Kota. Penerusan rekomendasi menggunakan
Formulir model A.13 dengan melampirkan berkas pelanggaran.
Berkas pelanggaran paling sedikit memuat : formulir
temuan/laporan, kajian, dan bukti.

Pelanggaran Pidana Pemilu

Pelanggaran pidana pamilu merupakan segala bentuk pelanggaran
yang berkaitan dengan pemilu dan pada saat proses pemilu. Setiap
dugaan tindak pidana pemilu akan dikaji kebenarannya oleh
bawaslu dan akan diteruskan kepada pihak kepolisian untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum pidana

yang sering terjadi adalah politik uang. Temuan/laporan dugaan



15

tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu Provinsi,
Kabupaten/Kota kepada penyelidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu sesuai dengan

tingkatannya dengan menggunakan Formulir model A.15.

2.2.2 Fungsi Penanganan Pelanggaran
Menurut Tarore (2013) Dalam sebuah temuan penanganan pelanggaran
merupakan hal yang sangat penting dikarenakan penanganan dapat
memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dan meminimalisir
terjadinya pelanggaran yang sama. Dalam hal ini tugas Bawaslu setelah
melakukan pencegahan dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan
pemilu, tahap selanjutnya ialah bawaslu bertugas melaksanakan
penanganan atau penindakan terhadap pelanggaran Netralitas ASN yang
ditemukan. Penanganan pelanggaran netralitas ASN dilaksanakan
berdasarkan pada laporan atau temuan-temuan yang disampaikan oleh
pelapor, pemantau atau pengawas pemilu yang telah terdaftar serta
mempunyai surat kuasa dari KPU sesuai dengan cakupan wilayah
pemantaunnya. Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran
netralitas ASN tentunya berdasarkan syarat yang harus dipenuhi terlebih

dahulu yaitu sebagai berikut :

1. Syarat formal
Yaitu yang melaporkan merupakan pihak yang memiliki hak dalam
pengawasan, waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas yang
ditentukan, keabsahan laporan dugaan pelanggaran harus meliputi
sesuai dengan tanda tangan dan formulir laporan dugaan pelanggaran
dengan kartu identitas dan tanggal dan waktu pelaporan.

2. Syarat Materil
Yaitu harus memiliki identitas pelapor mencangkup nama dan alamat,
peristiwa dan uraian pristiwa kejadian, waktu dan tempat peristiwa
pelanggaran terjadi, saksi yang mengetahui pristiwa tersebut, dan

barang bukti. Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut maka
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Bawaslu akan melakukan penanganan atas dugaan pelanggaraan

netralitas yang dilapaorkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Faktor-faktor penghambat efektivitas penegakan hukum netralitas ASN
menurut pendapat yang dikemukakan oleh Friedman dalam (Saputra A. D.,
2020) bahwa sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan budaya

hukum, berikut uraian masing-masing elemen, yaitu:

1. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola tingkah laku manusia
yang berada dalam sistem itu. Pengertian substansi tidak hanya
terbatas pada hukum tertulis, tetapi juga hukum yang hidup dan
berlaku dalam masyarakat

2. struktur hukum adalah yang merupakan institusional kedalam lintas
hukum seperti pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, serta
integrated criminal justice system

3. budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan
dengan hukum, yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan
hukum dengan lembaganya, baik positif maupun negatif.

2.3 Tinjauan ASN Dan Netralitas ASN

2.3.1 Pengertian ASN Dan Netralitas ASN
Aparatur Sipil Negara yang akan segera disebut ASN adalah profesi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan peluang
kerja di instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara juga
dikenal sebagai pegawai ASN, mengacu pada pegawai negeri sipil dan
pegawai negeri dengan perjanjian kerja yang diselenggarakan oleh
pejabat pembina kepegawaian dan terlibat dalam pertempuran
pemerintahan tertentu atau berpartisipasi dalam pertermpuran dengan
bangsa-bangsa lain dan negara-negara lain yang berjalan sesuai
dengan aturan perundang-undangan. Profesi dan tata kerja ASN diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan, ASN memiliki asas, nilai

dasar, serta kode etik dan pedoman perilaku yang wajib dilaksanakan
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(Dewandaru, 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
Netralitas Merupakan keadaan atau sikap netral (tidak memihak,
bebas) oleh karena itu seseorang dapat disebut netral jika mereka tidak
mendekati dua atau lebih orang, sebuah organisasi, atau sekelompok
orang ketika terlibat dalam kegiatan tertentu, dengan pengecualian
organisasi politik. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari
dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Netralitas dalam ASN meliputi adil, objektif, bebas kepentingan,
bebas intervensi, dan tidak memihak (Mokhsen, 2018). Selain itu,
Menurut Marbun dalam (Dwiputrianti, 2019) menulis bahwa istilah
“netralitas” mengacu pada keadaan yang dilindungi oleh “Pegawai
Negeri Sipil” dari “pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau
tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak

berperan dalam proses politik”.

Menurut Mokhsen (2018) netralitas dalam ASN memiliki empat
komponen utama: intervensi minimal, pertimbangan minimal,
objektivitas minimal, dan campur tangan minimal. Sesuai dengan
pemikiran saat ini, netralitas ASN hanya digunakan untuk
melaksanakan tugas dan melayani tujuannya untuk memfasilitasi
pembangunan, pemerintahan, dan penyebaran ke masyarakat umum

tanpa memerlukan izin khusus (Ismi, 2022)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Negara Sipil dan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Revisi Peraturan
Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Bangsa
Sipil, ASN adalah posisi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil maupun
Pegawai Pemerintah dengan pekerjaan yang berkelanjutan di instansi
Pemerintah. PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) adalah satu-satunya dua pegawai ASN, dan keduanya
diluncurkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Mereka juga dapat

menerima perintah dari negara-negara lain dan diadili sesuai dengan
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hukum perundang-undang (Ismi, 2022). Menurut Muh. Amin (2020)
ASN harus terbebas dari intervensi dari seluruh golongan serta partai
politik. ASN dilarang untuk melakukan pendekatan pada semua partai
dan organisasi politik, ikut serta dengan partai politik mengumumkan
pencalonannya, atau orang lain digunakan sebagai calon dan
diumumkan pada saat deklarasi calon. Sehubungan dengan hal
tersebut. Terdapat dua indikator utama yang dapat dijadikan acuan

dalam netralitas politik, yaitu :

1. Tidak terlibat dalam bentuk menjadi tim sukses calon kandidat
pada saat proses pemilu terutama pada masa kampanye dengan
menggunakan atribut PNS maupun atribut partai.

2. Tidak memihak dalam setiap perbuatan atau tindakan yang dapat
menguntungkan salah satu calon kandidat dengan cara membuat
kegiatan, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang-barang, membantu memberikan fasilitas negara yang
tujuannya untuk membantu memenangkan salah satu calon

kandidat tersebut pada masa kampanye atau lainnya

Dengan ini, menjadi jelas bahwa profesional ASN jatuh ke dalam dua
kategori, PNS dan PPPK. Saat melaksanakan tugas mereka, ASN
harus mematuhi prinsip-prinsip berikut: (Muh.Amin, 2020)

Nilai Dasar

Kode etik serta kode pemerintahan

Komitmen dan integritas moral, serta tanggung jawab
Pelayanan publik

Kopetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas
Kualifikasi akademik

N o a ~ w D oe

Jaminan  perlindungan hukum saat mengerjakan tugas

Profesionalitas jabatan
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Netralitas ASN mengandung makna impartiality yaitu bebas
kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan
tidak memihak (Mokhsen, 2018). Menurut Dwiputrianti (2019) Dalam
penjelasan di atas sudah disebutkan bahwa penegakan Netralitas ASN
memiliki 3 indikator yaitu :

1. Netralitas dalam politik
Dikatakan netral dalam politik ketika PNS tidak terlibat dengan
kepentingan politik praktis ( menjadi anggota/pengurus parpol,
ikut deklarasi peserta pemilu, ikut kampanye, foto bersama calon,
menunjukan keberpihakan di sosial media dsb) Dalam artian
ketika melakukan tugasnya terdapat penjagaan jarak dengan
aktivitas politik. Tidak mengerjakan tugas untuk mendukung salah
satu kekuatan politik yang akan maju di pemilu. Jadi PNS hanya
membatasi pekerjaannya di wilayah administrasi saja.

2. Netralitas dalam pelayanan publik
Dikatakan netral dalam pelayanan publik ketika PNS bersikap
adil, imparsial dan tidak memihak dalam melayani masyarakat dan
memberikan pelayanan publik secara profesional.

3. Netralitas dalam pengambilan keputusan
Dikatakan netral dalam pengambilan keputusan ketika PNS dapat
membuat kebijakan dengan berdasarkan sistem merit tidak
membuat keputusan yang hanya menguntungkan kelompok
tertentu, membuat keputusan terkait rekrutmen atau promosi
bahkan mutasi pegawai ASN berdasarkan prinsip merit, serta
menegakkan prinsip pemberian sanksi konsisten sesuai tetentuan

yang berlaku
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2.4 Tinjauan Pemilihan Umum

2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pemilihan umum
yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah, yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dana dil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Harris G. Warren dalam (Huda, 2018) menyatakan bahwa
pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan
memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk
mereka. Pemilu merupakan sarana penting dalam demokrasi karena
pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Hal
ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara sehingga mereka
harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara. Pemilu adalah pranata
terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk
Republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi memenuhi tiga
prinsip yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan

dan pergantian pemerintahan secra teratur.

Samego dalam Efriza (2012:359) menyatakan Pemilu dapat disebut
juga sebagai pasar politik (political market). Lebih lanjut beliau
menegaskan bahwa: “Pemilu adalah pasar politik tempat individu atau
masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian
masyarakat) antara peserta Pemilu (partai politik) dengan pemilih
(rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan
serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye dan sebagainya.
guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat

melakukan pilihannya terhadap salah satu parpol yang menjadi peserta
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Pemilu untuk mewakilinya dalam badan legislative maupun
eksekutif”. Menurut Kusnardi dan Harmaly dalam (Huda, 2018)
Pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat
prinsipal, karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah
suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu, sesuai
dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya harus
dikembalikan kepada rakyat dan rakyatlah yang menentukan. Hal itu
berhubungan dengan pendapat Moh. Mahfud MD yang mengatakan
bahwa kedaulatan rakyat mengandung pengertian adanya
pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan
menunjukkan bahwa pemerintahan dari rakyat mengandung
pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan
diakui.

2.4.2 Fungsi Pemilu

Menurut Heywood dalam (Pamungkas, 2009) Pemilu adalah jalan
dua arah yang disediakan untuk pemerintah dan rakyat, elit dan massa
dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi. Sebagai jalan dua
arah, fungsi pemilu secara garis besar terumusan dalam dua perspektif
yaitu bottom-up dan top-down. Dalam perspektif bottom-up pemilu
dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggungjawab
dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan
opini publik.

Menurut Heywood dalam (Pamungkas, 2009) fungsi bottom-up

diantaranya adalah fungsi pemilu sebagai:

1. Rekruitmen Politisi
Di negara demokratis, pemilu adalah sumber utama untuk
rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama
dalam penominasian kandidat. Individu-individu biasa kemudian
menjadi politisi sejak dirinya bergabung dalam partai politik dan

sejak dinominasikan atau mencalonkan diri dalam pemilu
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2. Membentuk Pemerintahan
Membentuk pemerintahan secara langsung di negara-negara yang
menganut sistem presidensial seperti di Negara Amerika Serikat
dan Perancis dimana eksekutif dipilih secara langsung. Sedangkan
pada pemerintahan dengan sistem parlementarian pemilu lebih
mempengaruhi formasi pemerintah dimana derajat
mempengaruhinya tergantung pada sistem pemilu yang digunakan

3. Sarana Membatasi Perilaku dan Kebijakan Pemerintah
Penguasa-penguasa yang agendanya tidak lagi disetujui rakyat
maka dapat dikontrol perilakunya secara periodik dalam pemilu

berikutnya

Menurut Heywood Dalam (Pamungkas, 2009) perspektif top-down,
pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat
agar tetap tanpa gerak/diam (quiescent), dapat ditundukkan
(malleable), dan pada akhirnya dapat diperintah (governable). Fungsi
ini biasanya terjadi terkait dengan penguasa penguasa otoriter. untuk
membangun legitimasi atas sistem yang mereka bangun. Selain itu,
pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan
mengontrol masa. Masuk dalam perspektif top-down fungsi pemilu

adalah:

1. Memberi Legitimasi Kekuasaan

Fungsi ini merupakan fungsi paling mendasar dalam pemilu.
Penguasa yang terpilih tidak hanya akan memiliki legalitas tetapi
yang paling penting adalah memiliki keabsahan moral untuk
memerintah. Dengan keabsahan moral yang dimiliki, segala
aktivitas yang dilakukan pemerintahan memiliki legitimasi.
Kebijakan, penerapan ganjaran dan sanksi yang dibuat pemerintah
absah di hadapan rakyat
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2. Sirkulasi dan Penguatan Elit
Pemilu merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai
posisi elit penguasa. Pintu masuk bagi terjadinya sirkulasi elit
dalam pemilu adalah melalui tahap seleksi kandidat. Dengan
seleksi kandidat itu dapat dilihat apakah sirkulasi elit itu mengacu
pada proses dimana individu-individu berputar di antara elit dan
non-elit, atau mengacu pada proses dimana elit satu digantikan
dengan elit yang lain

3. Menyediakan Perwakilan
Pemilu merupakan saluran yang menghubungkan publik ke
pemerintahan. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik
dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku
pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya.
Dengan pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang
akan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan yang dipilih.
Wakil-wakil itu yang kemudian menjadi penyambung kepentingan
rakyat atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat

4. Sarana Pendidikan Politik
Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik rakyat
yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa
mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai demokrasi. Peran itu terutama dilakukan
oleh partai politik maupun individu-individu peserta pemilu.
Instrumen yang dipakai adalah materi dari peserta pemilu.
Ideologi, program dan kebijakan yang ditawarkan peserta pemilu
dapat menjadi bahan evaluasi rakyat untuk menentukan pilihannya

secara tepat



24

2.5 Kerangka Pikir

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan Penanganan Pelanggaran
Netralitas ASN Pada Pemilihan Presiden 2019 oleh Bawaslu Kota Bandar
Lampung yang dimana penegakan Netralitas ASN memiliki 2 indikator
yaitu : pencegahan dan penanganan yang kemudian di evaluasi dengan teori
menurut Stufflebeam (2014) Evaluasi model CIPP yaitu: context, input,
process, product yang kemudian berdasarkan pada Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sehingga terwujudnya Netralitas ASN
pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Bandar Lampung. Kondisi ideal
seharusnya ialah seorang ASN bersikap netral dalam setiap proses dan
pelaksanaan pemilu dan apabila seorang ASN melanggar hal tersebut akan
mendapatkan hukuman disiplin, baik itu berupa hukuman disiplin tingkat
ringan maupun tingkat berat. Maka berdasarkan uraian diatas, dapat disusun

kerangka pikir sebagai berikut :
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PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN
PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019

l
4 )

Penegakan Netralitas ASN memiliki 2 indikator yaitu :

1. Pencegahan

2. Penanganan Pelanggaran

\_ s

|

/ Menurut Stufflebeam, Daniel J. (2014) model evaluasi CIPP : \

1.Contex
2.Input
3.Process

4.Product

[ Optimal ] [ Tidak Optimal ]

Gambar 2. Kerangka Pikir




3.1

3.2

I11.  METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku,
persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong,
2017) Penelitian ini menggunakan pendekatan data, wawancara,
dokumentasi serta pengolahan data yang ditemukan dilapangan. Dasar
pertimbangan penelitian mengenai evaluasi penanganan pelanggaran
netralitas ASN pada pemilihan umum 2019 (studi kasus pada bawaslu kota
bandar lampung) membutuhkan data yang bersifat kontekstual dan faktual
untuk menjawab rumusan masalah, dalam hal ini yaitu bagaimana evaluasi

penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti
atau melalui pengetahuan yang di peroleh dari studi keperpustakaan ilmiah
(Moleong, 2017) Penelitian ini berfokus pada latar belakang yang kemudian
dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan Teori dan
Konsep dalam tinjauan pustaka dengan demikian fokus penelitian terletak
pada “Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilihan
Umum 2019” (studi kasus pada bawaslu Kota Bandar Lampung) terkait

penanganan pelanggaran Netralitas ASN Sesuai dengan Undang-Undang
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Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dimana menerima aduan
serta laporan dugaan pelanggaran pada kode etik hingga menindak lanjuti

pelanggaran netralitas ASN agar pelanggaran serupa tidak terjadi kembali.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian
terutama dalam menemukan jawaban berupa data-data dari fenomena yang
terjadi secara fakta sebenarnya. Dalam memilih suatu lokasi penelitian
diarahkan oleh suatu teori secara empiris yang kemudian dirumuskan
kedalam bentuk data yang bersifat sementara (Moleong, 2017). Lokasi yang
diambil dalam penelitian ini yaitu wilayah Kota Bandar Lampung dengan

memfokuskan pada Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Jenis dan Data

1. Data Primer
Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari
sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono,
2018). Data diperolen dapat melalui teknik wawancara, observasi
langsung di lapangan, serta temuan-temuan dari permasalahan yang
menyangkut tentang evaluasi penanganan pelanggaran yang dilakukan
oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Presiden 20109.

2. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2018) Data sekunder merupakan data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat
orang lain atau dokumen. Data di peroleh dari sumber-sumber dokumen
berupa jurnal penelitian, undang-undang, peraturan, artikel, serta data
lainnya yang diperoleh dari lembaga penyelenggara pemilu/pilkada
seperti KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang dapat

mendukung menjadi bahan referensi dari penelitian ini.
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3.5 Penentuan Informan

Informasi dalam penelitian yang nantinya akan menjadi sumber data primer
dalam mengumpulkan informasi penting melalui wawancara dan observasi
lapangan yaitu informan (Daniah, 2019). Informan dalam penelitian ini
adalah orang yang benar-benar terlibat dalam penanganan pelanggaran
netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019 seperti ketua Bawaslu Kota
Bandar Lampung, Kordiv Penanganan pelanggran Bawaslu Kota Bandar
Lampung dan lainnya.

Tabel 1. Informan Penelitian

No Nama Informan Jabatan Keterangan

1.  Candrawansah, Ketua Bawaslu Memiliki wewenang dalam
S.I.LKOM., M.I.P Kota Bandar Penanganan  pelanggaran
Lampung Netralitas ASN pada pemilu
Tahun 2018- Dikota Bandar Lampung
2023
2. Yahnu Wiguno Kordiv Memiliki wewenang dalam
Sanyoto,S.I.P., Penanganan Penanganan  pelanggaran
M.1.P pelanggaran Netralitas ASN pada pemilu
dan Datin Dikota Bandar Lampung
Tahun  2018-
2023
3. Firdinand Islami, Kepala Memiliki wewenang dalam
S.STP.,M.Si Sekretariat setiap pengawasan
Bawaslu Kota pelanggaran pemilu dan
Bandar bertanggung jawab terkait
Lampung ASN vyang ada di
sekretariatnya
4. M. Jusaz Auditor Muda Memiliki wewenang dalam
Merlando,S.I.P., Inspektorat pengawasan dan
M.1.P Kota Bandar penindakan terkait dengan
Lampung ASN kota Bandar Lampung
5. Antoni, S.I.P Kasi  Trantrib Sebagai Pihak ASN
Kelurahan ditingkat kelurahan
Labuhan Ratu  memiliki pemahaman yang
lebih  mendalam tentang
dinamika  politik  lokal
sealin itu ASN tingkat
kelurahan mengetahui
faktor-faktor yang
mendorong pelanggaran

netralitas
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Iranda Putri., S.AN., Aparatur Sipil Sebagai Pihak ASN
M.1.P Negara (ASN) Bawaslu Kota Bandar
Lampung, dikarenakan
ASN internal Bawaslu Kota
Bandar Lampung memiliki
pemahaman mendalam
tentang aturan dan prosedur
yang berlaku terkait dengan
netralitas ASN  dengan
demikian mereka dapat
memeberikan wawasan
yang khusus dan relevan
tentang kasus netralitas

ASN
7. Darmawan Purba, Akademisi dan Sebagai pihak yang
S.I.LP.,M.I.P Pengamat mengamati setiap
Pemilu Fisip pelaksanaan pemilu
Universitas
Lampung

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling utama dalam penelitian ialah proses pengumpulan
data, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data.
Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan

data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Yusuf (2014:372) Wawancara adalah suatu kejadian atau proses
interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang
diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara
langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih
oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Melalui teknik
wawancara peneliti dapat mengetahui informasi yang lebih rinci dan
mendalam tentang penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu
Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Presiden 2019



30

2. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang
digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku,
arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta
keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan
pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih
dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung
oleh foto-foto atau karya tulis.

3. Observasi
Menurut  Sugiyono  (2018:229) observasi merupakan teknik
pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan
dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi
juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti
dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.
Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan

langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan pengolahan data

dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

1. Editing Data
yaitu proses meringkas dan memperbarui data yang telah dikumpulkan
sebelumnya. Setelah menerima hasil analisis, analisis lebih lanjut akan
dilakukan pada informasi yang diperoleh dari informan untuk melakukan
penyusunan dan evaluasi dugaan yang dibuat Bawaslu selama
ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara pada pemilu 2024 untuk

mendapatkan informasi yang akurat.
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2. Klasifikasi
Yang mengacu pada data apa pun yang telah diklasifikasikan untuk
digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan, atau menghasilkan
keputusan. Klasifikasi data ini bertujuan untuk membawa kembali data
yang sudah diedit dan kemudian untuk memperbaiki dan meninjau
kembali

3. Deskripi
Dikenal sebagai menguraikan dan kemudian menyusunnya kembali,
sehingga menghasilkan data yang sistematis dan terhimpun. Dalam
penelitian ini, data penanganan yang dihasilkan oleh Bawaslu Kota
Bandar Lampung akan dibahas dalam kaitannya dengan proses mengedit

hasil sehingga dapat disajikan dalam bentuk deskripsi

3.8 Teknik Analisis Data

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam
(triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan
variasi data tinggi sekali. Menurut Sugiyono (2018:246) analisis data dalam
penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung,

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu

1. Reduksi Data
Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting
yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada
akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data
akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan
sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir Kritis

yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
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2. Penyajian Data
Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam
bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui
penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun
dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam
penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya
namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data
tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan
semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).
3. Penarikan Kesimpulan.

Menurut  Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian
kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal,
tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa
masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih
bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada
dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi
atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga
setelah diteliti menjadi jelas.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Menurut  Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik
pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber
yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121), triangulasi data merupakan
teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan
berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik

pengumpulan data dan triangulasi waktu.
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1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari
berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen
lainnya.

2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas suatu data dilakukan dengan
cara melakukan pengecekan pada data yang telah dipeoleh dari sumber
yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang
diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

3. Triangulasi Waktu
Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang dipeoleh
dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar
biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian
kredibilitas suatu data harus dilakukan pengencekan dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda
sampai mendapatkan data yang kredibel.



V1.  SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti
menarik kesimpulan mengenai evaluasi penanganan pelanggaran netralitas

ASN pada Pemilihan Presiden 2019 sudah optimal karena sebagai berikut:

1. Pada evaluasi context, penanganan pelanggaran netralitas ASN yang
dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah optimal dan mengalami
kemajuan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, jika dilihat pada
penanganan pelanggaran sebelumnya pada Pilkada 2018 yang dimana
terdapat 10 kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden
2019 mengalami penurunan sebesar 90% vyaitu hanya terdapat 1
pelanggaran. Pelanggar sudah dikaji dan hasil kajian tersebut telah
direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sampai
mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Pada evaluasi input, penanganan pelanggaran netralitas ASN yang
dilakukan bawaslu dengan beberapa strategi seperti sosialisasi,
workshop, roadshow, dan mengirimkan surat himbauan sudah dilakukan
dengan baik akan tetapi strategi tersebut tidak akan optimal untuk
menekan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu selanjutnya
dikarenakan ketidak pahaman ASN terhadap regulasi yang ada juga
masih menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN terjadi,
himbauan dan sosialisasi hanya menyampaikan terkait larangan secara
garis besar saja tidak menyampaikan poin-poin yang ada dalam larangan

tersebut secara merici poin per poin.



98

3. Pada evaluasi process, Bawaslu kota Bandar Lampung dalam

penanganan pelanggaran diketahui bahwa strategi sudah dijalankan
dengan baik dan optimal, tidak ada hambatan yang berarti dari pihak
internal Bawaslu, hambatan lain yang cukup berpengaruh malah dari luar
Instansi Bawaslu yaitu terkait dengan sanksi yang diberikan oleh pihak
KASN dan tidak adanya pengawasan terkait tindaklanjut kepala daerah
sebagai PPK dalam menindaklanjuti sanksi pelanggar sehingga tidak
memberikan efek jera.

. Pada evaluasi product, penanganan pelanggaran netralitas ASN
didapatkan hasil bahwa proses penangan pelanggaran yang dilakukan
Bawaslu sudah sesuai dengan Prosedur dan tatacara penanganan
pelanggaran netralitas ASN yang mengacu pada Undang-undnag Nomor
7 tahun 2017 tentang pemilu, Perbawaslu Nomor. 7 tahun 2017 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018
tentang Pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, dan Anggota
Kepolisian Rl dan terkait penanganan pelanggaran netralitas ASN
tersebut sudah berhasil dan dilaksanakan secara optimal.

. Evaluasi Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Bawaslu Kota
Bandar Lampung didapatkan hasil bahwa Strategi pengawasan yang
dijalankan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah baik, proses dapat
dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Bawaslu dan
penanganan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilihan Presiden 2019
sudah dilaksanakan dengan baik dan optimal hal tersebut dibuktikan
dengan keberhasilan penanganan pelanggaran sampai dengan selesai,
Bawaslu telah berhasil merekomendasikan dugaan pelanggaran melalui
Bawaslu Provinsi kepada KASN untuk diberikan sanksi yaitu salah satu
kasus keberpihakan salah seorang ASN terhadap seorang calon Presiden
kala itu yang terindikasi dengan pelanggaran netralitas ASN pada
Pemilihan Presiden 2019 di kota Bandar Lampung.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis atas, maka
saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan strategi pengawasan
yang dapat mendetekasi potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN
dengan menjadikan penanganan sebelumnya sebagai acuan dalam
meningkatkan netralitas ASN pada pemilhan selanjutnya

2. Bawaslu perlu mengembangkan strateginya dikarenakan pelanggaran
netralitas ASN terjadi dilingkup yang tertutup dan jumlah ASN dikota
Bandar lampung yang sangat banyak tidak dapat maksimal jika hanya
mengirimkan surat himbauan dan sosialisasi yang dihadiri beberapa
perwakilan ASN saja

3. Bawaslu perlu menjalin kolaborasi semacam kesepakatan yang kuat
dengan pihak penyelenggara pemilu, pejabat publik seperti kepala
daerah, partai politik dan para politisi untuk dapat mengembangkan
praktek demokrasi yang kompetitif dan didukung dengan pengembangan
model pengawasan partisipatif yang terfokus dalam pengawasan
netralitas ASN

4. Dalam hal rekomendasi sanksi oleh KASN perlunya pemberian sanksi
yang lebih spesifik jenisnya, tidak hanya menyebutkan katagori
sanksinya saja seperti pencopotan jabatan, penurunan pangkat atau hanya
sebatas penundaan gaji.

5. Perlu adanya ketegasan dan supremasi hukum yang kuat lembaga
pengawas pemilu ketika ada temuan atau laporan terkait dengan
pelanggaran netralitas ASN yaitu tidak hanya sampai dengan penerusan
rekomendasi tetapi harus ditinjau sampai dengan pemberian sanksi oleh

intansi terkait agar tidak ada kasus yang tidak ditindaklanjuti.
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